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KepoHsian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, temyata fungsi 
tersebut memiliki takarao yang bcgitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam 
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek 
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama 
administrasi ncgara mulai dari bimbingan dan pcngaturan sampai dengan tindakan 
kepolisian yang bersifat adrninistraSi dan bukan kompetensi pengadilan. 

Sebagaimana dijelaskan daJam ketentuan umum Pasal I butir I dan 2 KUHAP, 
merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri 
�u pejaba\ pegawa! neg\;ri 1ert�t\I y!Ulg dil><;ri w�wen@g k!iu5us oleh �d!m&· 
undang. 

S ecara t.eoritis peogertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan 
pengertian polisi dapat dilalcukan dari pengertian kepolisian scbagamana diatur di 
dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang berbunyi :" Kepolisian adalah segala ha! ikhwal yang 
berkaitan dengan fungsi dan lcmbaga polisi sesuai dengan peraturan perundang· 
undangan ". 

Pencgakan hukum adalah proses dilalcukannya upaya untuk tegaknya atau 
berfungsinya norma·nonna hukum secara nyata sebagai pcdoman perilaku dalam lalu 
lintas atau hu!>1,U1gan-bub\!llgan h�"Ulfl daltYP lc�hidup;m �nnasyargkal dan 

bernegara. 

Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di 
Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang 
melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi 
sebagai pcnyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
lndonesia sangat bcrbeda jauh jika dibandingkan dcngan Undang-Undang No. 28 
Tahun 1997 khususnya dalam ha! sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung 
lebih militeristik, serta mcmbcrikan dasar hukum yang cukup kuat untuk 
mellllcsanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, tennasuk penyidik. 
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